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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar  adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penjara dan/atau denda, yang diatur dalam Pasal 323 UU Pelayaran, seperti penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp600.000.000. Selain sanksi pidana, dapat juga dikenakan sanksi administratif atau perdata. 
Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar dilakukan melalui sanksi pidana dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang diatur dalam Pasal 219 ayat (1) dan Pasal 323. Sanksi ini diterapkan melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah kantor kesyahbandaran, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.
Pertanggungjawaban pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pertanggungjawaban utama dibebankan kepada nakhoda kapal.  Selain sanksi pidana, dalam praktiknya, nakhoda yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti sanksi administratif berupa pencabutan izin berlayar, atau pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian) apabila pelayaran tanpa SPB tersebut menyebabkan kecelakaan atau kerugian bagi pihak lain, meskipun hal ini jarang diatur secara eksplisit dalam UU.
Saran 
Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana atau nakhoda terlah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dalam proses peradilan pidana.

Syahbandar sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang di pelabuhan, perlu memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap kewajiban setiap kapal yang akan berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar. Diperlukan ketegasan oleh petugas Syahbandar dalam memberikan arahan dan kesadaran akan pentingnya faktor keselamatan, pemeriksaan fisik kapal harus dilakukan rutin pada setiap kapal yang berada di pelabuhan

Hakim diharapkan secara tegas menerapkan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memberikan efek jera agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi karena Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa kapal telah diperiksa, memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, dan memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya untuk menjamin keselamatan pelayaran
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